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I . P E N D A H U L U A N
Anggaran merupakan satu instrumen penting dalam manajemen 
karena merupakan bagian dari fungsi manajemen. Di dunia bisnis maupun 
organisasi sektor publik, termasuk pemerintah, anggaran merupakan bagian dari 
aktivitas penting yang dilakukan secara rutin. Bahkan, dalam akuntansi 
pemerintahan dibuat pencatatan anggaran, mengingat anggaran adalah merupakan 
bagian penting dalam aktivitas pemerintahan.
Perencanaan dalam menyiapkan anggaran sangatlah penting. Anggaran 
mengungkapkan apa yang akan dilakukan di masa mendatang. Pemikiran strategis 
setiap organisasi adalah proses dimana manajemen berpikir tentang pengintegrasian 
aktivitas organisasional kearah tujuan yang berorientasi ke sasaran masa mendatang. 
Semakin bergejolak lingkungan pasar, teknologi atau ekonomi ekstemal, 
manajemen akan di dorong untuk menyusun strategi. Pemikiran strategis 
manajemen direalisasi dalam berbagai dokumen perencanaan, dan proses integrasi 
keseluruhan ini didukung proses penganggaran organisasi.
Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kerja yang hendak 
dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial, 
sedangkan penganggaran merupakan proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu 
anggaran. Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang 
cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi. Dalam organisasi sektor 
publik, penganggaran merupakan suatu proses politik. Hal tersebut berbeda dengan 
penganggaran pada sektor swasta yang relatif kecil nuansa politisnya. Pada 
sektor swasta, penganggaran merupakan rahasia perusahaan yang tertutup untuk 
publik, sebaliknya pada sektor publik anggaran harus diinformasikan kepada publik 
untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Anggaran sektor publik merupakan 
instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-
program yang di biayai dengan uang publik.
Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi 
dana untuk setiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses 
penganggaran organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan 
perencanaan strategi telah selesai dilakukan. Anggaran merupakan artikulasi dari
hasil perumusan strategi dan perencanaan strategi yang telah dibuat. Tahap 
penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak 
berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah 
disusun.
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Penganggaran sektor publik harus di awasi mulai dari tahap perencanaan, 
pelaksanaan, dan pelaporan. Proses penganggaran akan lebih efektif jika diawasi 
oleh lembaga pengawas khusus (oversight body) yang bertugas 
mengontrol proses perencanaan dan pengendalian anggaran.
II. PENGERTIAN ANGGARAN DAN PENGANGGARAN
2.1 Pengertian Anggaran
Kata "anggaran" merupakan terjemahan dari kata "budget" dalam bahasa
Inggris. Akan tetapi, kata tersebut sebenarnya berasal dari bahasa Perancis 
“baougette” yang berarti a small bag (sebuah tas kecil). Dalam sejarah Inggris, 
istilah ini pertama kali digunakan di tahun 1733 ketika Menteri Keuangan membawa 
tas kulit yang berisi proposal keuangan pemerintah yang akan disampaikan kepada 
parlemen. Ketika itu, Menteri Keuangan tersebut mengatakan "open the budget" 
(Edwards, et.el, 1959).
Pengertian anggaran terus berkembang. Pengertiannya bermacam-
macam menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut :
a. The National Committee On Governmental Accounting United States 
of America bahwa “A budget is a plan of financial operations embodying 
estimates of proposed expenditure for a given period of time and the proposed 
means of financing them”. Anggaran adalah rencana kegiatan keuangan 
yang berisi perkiraan belanja yang diusulkan untuk membiayai belanja tersebut.
b. Sementara Wildavsky (1975) mendefinisikan anggaran sebagai catatan masa 
lalu, rencana masa depan, mekanisme pengalokasian sumber daya, metode untuk 
pertumbuhan, alat penyaluran pendapatan, mekanisme untuk negosiasi, harapan 
aspirasi strategi organisasi, satu bentuk kekuatan kontrol dan alat atau jaringan 
komunikasi. Namun menurut Wildavsky (1975) "a budget cannot act as a 
compass" (anggaran bukanlah kompas karena tidak ada seorangpun yang 
mengetahui secara pasti masa depan dan selanjutnya perlu dicari informasi lain 
yang menggambarkan kenyataan dari alokasi sumber daya).
Secara umum anggaran adalah rencana kegiatan yang direpresentasekan 
dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. 
Dalam bentuk paling sederhana anggaran publik merupakan suatu dokumen yang 
menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi 
mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas.
2.2  Penganggaran
Penganggaran (budgeting) adalah aktivitas mengalokasikan sumber 
daya keuangan yang terbatas untuk pembiayaan belanja negara yang cenderung 
tanpa batas. Wildavsky mengatakan "budgeting is translating financial 
resources into human purpose" (penganggaran adalah penjabaran sumber daya 
keuangan untuk berbagai tujuan manusia). Faktor-faktor yang perlu diperhatikan 
dalam penganggaran :
1. Kondisi perekonomian (economic wealth)
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Ekonomi yang tidak stabil seperti laju inflasi yang tidak terkendali, suku bunga 
yang tinggi dan nilai tukar mata uang yang bergejolak tidak menentu.
2. Struktur politik seperti sistem politik, tingkat korupsi, penggantian struktur 
pemerintahan, karakter pemerintah dan kabinet, serta jumlah kekuatan dan 
kelompok penekan.
3. Ketidakseimbangan antara belanja dan pendapatan yang sangat besar merupakan 
faktor penentu dalam penganggaran.
III.PENTINGNYA ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat 
kebutuhan masyarakat, seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan 
dan sebagainya agar terjamin secara layak. Tingkat kesejahteraan masyarakat 
dipengaruhi oleh keputusan yang diambil oleh pemerintah melalui anggaran yang 
mereka buat.
Anggaran sektor publik menjadi penting karena :
a. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan 
sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup 
masyarakat
b. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang
tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas.
c. Anggaran d ipe r lukan untuk me ya kinkan bah wa pemer in t ah  te lah
bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran merupakan 
instrument pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga yang ada.
IV. PERKEMBANGAN ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Sistem anggaran sektor publik dalam perkembangannya telah menjadi 
instrumen kebijakan multi fungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai 
tujuan organisasi. Hal tersebut terutama tercermin pada komposisi besarya 
anggaran yang secara langsung merefleksikan arah dan tujuan pelayanan 
masyarakat yang diharapkan.
Sebagai sebuah sistem, perencanaan anggaran sektor publik telah mengalami 
banyak perkembangan. Sistem perencanaan anggaran publik berkembang dan 
berubah sesuai dengan dinamika perkembangan manajemen sektor publik dan 
perkembangan tuntutan yang muncul di masyarakat. Secara garis besar terdapat dua 
pendekatan utama yang memiliki perbedaan mendasar. Kedua pendekatan tersebut 
adalah : a) Anggaran Tradisional atau Anggaran Konvesional; dan b) pendekatan baru
yang sering dikenal dengan pendekatan New Public Management.
4.1 Anggaran Tradisional
Dua ciri utama dalam pendekatan ini adalah ; a) cara penyusunan anggaran 
yang didasarkan atas pendekatan incrementalism dan b) struktur dan susunan anggaran 
yang bersifat line item. Ciri lain yang melekat pada pendekatan ini adalah; cenderung 
sentralistis; bersifat spesifikasi; tahunan dan menggunakan prinsip anggaran bruto.
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Incrementalism
Penekanan dan tujuan utama pendekatan tradisional adalah pada pengawasan dan 
pertanggungjawaban yang terpusat. Anggaran tradisional bersifat incrementalism, yaitu 
hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah dalam item-item anggaran yang sudah 
ada sebelumnya dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar untuk 
menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa dilakukan kajian yang 
mendalam.
Masalah utama dalam anggaran tradisional adalah terkait dengan tidak 
adanya perhatian terhadap konsep value for money. konsep ekonomi, efisiensi dan 
efektivitas seringkali tidak dijadikan pertimbangan dalam penyusunan anggaran 
tradisional. Anggaran tradisional yang bersifat “incrementalism” cenderung menerima 
konsep harga pokok pelayanan historis tanpa memperhatikan berbagai 
pertanyaan. Akibat digunakannya harga pokok pelayanan historis adalah suatu item, 
program, atau kegiatan akan muncul lagi dalam anggaran tahun berikutnya meskipun 
sebenarnya item tersebut sudah tidak dibutuhkan.
Line Item
Ciri lain anggaran tradisional adalah struktur anggaran bersifat line item yang 
didasarkan atas dasar sifat (nature) dari penerimaan dan pengeluaran. Metode line-item
budget tidak memungkinkan untuk menghilangkan item-item penerimaan 
atau pengeluaran yang telah ada struktur anggaran, walaupun sebenarnya secara 
riil item tertentu sudah tidak relevan lagi untuk digunakan pada periode 
sekarang. Karena sifatnya yang demikian, penggunaan anggaran tradisional tidak 
memungkinkan untuk dilakukan penilaian kinerja secara akurat. Penyusunan 
anggaran secara line-item dilandasi alasan adanya orientasi sistem anggaran yang 
dimaksudkan untuk mengontrol pengeluaran.
Kelemahan Anggaran Tradisional:
1. Hubungan yang tidak memadai antara anggaran tahunan dengan rencana 
pembangunan jangka panjang.
2. Pendekatan incremental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak pernah 
diteliti secara menyeluruh efektivitasnya.
3. Lebih berorientasi pada input daripada output. Hal tersebut menyebabkan 
anggaran tradisional tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk membuat kebijakan 
dan pilihan sumber daya, atau memonitor kinerja.
4. Sekat-sekat antar departemen yang kaku membuat tujuan nasional secara 
keseluruhan sulit dicapai.
5. Proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran 
modal/investasi.
6. Anggaran tradisional bersifat tahunan.
7. Sentralisasi penyiapan anggaran, ditambah dengan informasi yang tidak
memadai menyebabkan lemahnya perencanaan anggaran.
8. Persetujuan anggaran yang terlambat, sehingga gagal memberikan mekanisme 
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pengendalian untuk pengeluaran yang sesuai.
9. Aliran. informasi (sistem informasi finansial) yang tidak memadai yang menjadi 
dasar mekanisme pengendalian rutin, mengidentifikasi masalah dan tindakan.
4.2 Anggaran Publik Dengan Pendekatan NPM (New Public Management)
Sejak pertengahan tahun 1980-an telah terjadi perubahan manajemen 
sektor publik yang cukup drastis dari sistem manajemen tradisional yang 
berkesan kaku, birokratis dan hierarkis menjadi model manajemen. sektor publik 
yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Paradigma baru yang muncul 
dalam manajemen sektor publik tersebut adalah pendekatan New Public 
Management.
Model New Public Management mulai dikenal than 1980-an dan 
kembali popular tahun 1990-an yang mengalami beberapa bentuk inkarnasi,
misalnya muncul konsep "managerialism" (Pollit, 1993); “market-based public 
administration” (Lan, Zhiyong, and Rosenbloom, 1992); “post-bureaucratic 
paradigm” (Barzelay, 1992); dan “enterpreneuria government” (Osborne and Gabler, 
1992). New Public Management berfokus pada manajemen sektor publik yang 
berorientasi pada kinerja bukan berorientasi pada kebijakan. Salah satu
model pemerintahan di era New Public Management adalah model 
pemerintahan yang diajukan oleh Osborne dan Gabler (1992). Perspektif baru 
pemerintah menurut Osborne dan Gabler adalah :
1. Pemerintahan Katalis : fokus pada pemberian pengarahan bukan 
produksi pelayanan publik. Pemerintah harus menyediakan beragam 
pelayanan publik, tetapi tidak harus terlibat secara langsung dengan proses 
produksinya. Sebaiknya pemerintah memfokuskan diri pada pemberian 
arahan, sedangkan produksi pelayanan publik diserahkan pada pihak swasta 
dan/atau sektor ke tiga (lembaga swadaya masyarakat dan nonprofit lainnya).
2. Pemerintah milik masyarakat : memberdayakan masyarakat daripada melayani. 
Pemerintah sebaiknya memberikan wewenang kepada masyarakat sehingga 
mereka mampu menjadi masyarakat yang dapat menolong dirinya sendiri (self-
help community)
3. Pemerintah yang kompetitif : menyuntikkan semangat kompetisi dalam 
pemberian pelayanan publik. Kompetisi adalah satu-satunya cara untuk 
menghemat biaya sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan 
kompetisi, banyak pelayanan publik yang dapat ditingkatkan kualitasnya tanpa 
harus memperbesar biaya.
4. Pemerintah digerakkan oleh visi : mengubah organisasi yang digerakkan oleh 
peraturan menjadi organisasi yang digerakkan oleh misi.
5. Pemerintah yang berorientasi hasil : membiayai hasil bukan masukan. Pada 
pemerintah tradisional, besarnya alokasi anggaran pada suatu unit kerja 
ditentukan oleh komplesitas masalah yang dihadapi. Pemerintah wirausaha 
berusaha merubah bentuk penghargaan dan insentif itu, yaitu membiayai hasil 
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dan bukan masukan. Pemerintah daerah wirausaha akan mengembangkan suatu 
standar kinerja yang mengukur seberapa baik suatu unit kerja mampu 
memecahkan permasalahan yang menjadi tanggunglawabnya.
6. Pemerintah berorientasi pada pelanggan : memenuhi kebutuhan pelanggan, 
bukan birokrasi. Pemerintah berorientasi pelanggan akan mengidentifikasi
pelanggan sesungguhnya, menciptakan sistem pertanggungjawaban ganda (dual 
accountability) kepada legislatif dan masyarakat.
7. Pemerintah wirausaha : mampu menciptakan pendapatan dan tidak 
sekedar membelanjakan. Pemerintah daerah wirausaha dapat mengembangkan 
beberapa pusat pendapatan, misalnya : BPS dan Bappeda, yang dapat menjual 
informasi tentang daerahnya kepada pusat-pusat penelitian, pemberian hak 
guna usaha yang menarik kepada pengusaha dan masyarakat, penyertaan modal, 
dll.
8. Pemerintah antisipatif : berupaya mencegah daripada mengobati. Pemerintah 
tradisional yang birokratis memusatkan diri pada produksi pelayanan publik 
untuk memecahkan masalah publik. Pemerintah wirausaha tidak reaktif tapi 
proaktif la tidak hanya mencoba untuk mencegah masalah, tetapi juga berupaya 
keras untuk mengantisipasi masa depan.
9. Pemerintah desentralisasi : dari hierarki menuju partisipatif dan tim kerja. Pada 
pemerintah desentralisasi pengambilan keputusan bergeser ketangan masyarakat, 
asosiasi-asosiasi, pelanggan, dan lembaga swadaya masyarakat.
10. Pemerintah berorientasi pada (mekanisme) pasar : mengadakan perubahan 
dengan mekanisme pasar (sistem insentif) dan bukan dengan mekanisme 
administratif (sistem prosedur dan pemaksaan). Pemerintah wirausaha tidak 
memeintahkan dan mengawasi tetapi mengembangkan dan menggunakan sistem 
insentif agar orang tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan 
masyarakat.
V. PERUBAHAN PENDEKATAN ANGGARAN
Reformasi sektor publik telah mendorong usaha untuk 
mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dalam perencanaan anggaran 
sektor publik. Seiring dengan perkembangan tersebut, muncul beberapa tehnik 
penganggaran sektor publik, misalnya adalah tehnik anggaran kinerja 
(Performance Budgeting), Zero Based Budgeting (ZBB), dan Planning, 
Programming System (PPBS).
Pendekatan baru dalam sistem anggaran publik tersebut cenderung memiliki 
karakteristik umum sebagai berikut:
1. Komprehensif/komparatif
2. Terintegrasi dan lintas departemen
3. Proses pengambilan keputusan yang rasional
4. Berjangka panjang
5. Spesifikasi tujuan dan perangkingan prioritas
6. Analisis total cost dan benefit (termasuk opportunity cost)
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7. Berorientasi input, output dan outcome, bukan sekedar input
8. Adanya pengawasan kinerja
Beberapa jenis model anggaran telah dikembangkan sebagai berikut:
Line-Item Budgeting
Model ini merupakan bentuk anggaran yang lama sehingga dikenal dengan 
traditional budgeting. Jenis pendapatan disusun seperti pendapatan pajak, non 
pajak, hibah dan seterusnya. Sementara belanja disusun berdasarkan jenis 
belanja seperti pegawai, barang, pemeliharaan, perjalanan dinas, pembayaran bunga 
dan belanja perimbangan keuangan pusat dan daerah, transfer lain serta belanja 
pembangunan (capital outlay).
Line-item budgeting memiliki kelemahan karena tidak bisa mengetahui 
jumlah yang dialokasikan kepada tiap unit sebagai responsibility centres. Selain 
model itu, model ini tidak bisa mengukur tingkat aktivitas yang telah 
direncanakan dan diprioritaskan.
Incremental Budgeting
Jones and Pendlebury (1996) menyatakan tiga alasan mengapa metode 
ini banyak digunakan. Pertama, banyak kegiatan untuk mencapai tujuan pemerintah 
telah digunakan tahun lalu yang perlu dilanjutkan di tahun ini. Kedua, metode ini 
mudah dilakukan dan menghindari konflik antar unit pemerintah. Ketiga, metode ini 
sangat konservatif dengan adanya perubahan yang relatif kecil atau dengan batas 
tertentu berdasarkan pertimbangan yang memadai. Sementara, cara yang seperti 
inimenurut Wildavsky (1975) digunakan oleh negara kaya dan dalam situasi 
ekonomi dan politik yang relatif stabil.
Kelebihan metode ini adalah mudah dan cepat karena hanya mendasarkan 
pada incremetal dan anggaran tahun sebelumnya. Akan tetapi, kelemahannya, adalah 
memungkinkan adanya pendapatan dan belanja yang sudah tidak sesuai 
dengan kenyataan.
Revenue Budgeting
Penganggaran dengan metode, ini dilakukan dengan dasar kemampuan 
suatu negara untuk memperoleh pendapatan. Selanjutnya, disusun belanja sesuai 
dengan kemampuan tersebut. Apabila disusun anggaran belanja sesuai dengan 
kemampuan memperoleh pendapatan negara, anggaran tersebut berimbang (balance 
budget). Selain itu, apabila melebihi pendapatan negara, anggaran belanja itu 
disebut anggaran pengeluaran (spending budget).
Wildavsky (1975) menyatakan bahwa metode ini akan relatif digunakan 
oleh suatu negara yang sangat terbatas pendapatannya, tetapi situasi ekonomi 
dan politik relatif stabil.
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Repetitive Budgeting
Metode penganggaran dengan mengulang anggaran dari tahun-
tahun sebelumnnya karena adanya kondisi yang tidak stabil dibidang ekonomi dan 
politik. Pertimbangan menggunakan metode ini karena tidak memungkinkannya 
menyusun dengan metode lain karena situasi dan kondisi yang tidak stabil.
Wildavsky (1975) memberikan contoh penggunaan metode ini oleh 
pemerintah Republik Perancis ke-3 dan ke-4. Di Indonesia metode ini di 
akomodasi dalam UUD 1945 dengan catatan apabila DPR RI tidak menyetujui 
rancangan anggaran yang disampaikan oleh pemerintah.
Supplemental Budgeting
Metode ini digunakan dengan cara membuat anggaran yang 
membuka, kesempatan untuk melakukan revisi secara luas. Cara ini dilakukan 
apabila kondisi negara, tidak ada kesulitan pendapatan negara, tetapi memiliki 
kendala administrasi.
Kelebihan metode ini adalah menyesuaikan anggaran dengan kondisi nyata 
(real) yang sedang berlangsung. Akan tetapi, kelemahan metode ini ketidakjelasan 
dalam anggaran yang sering berubah. Selama itu juga ketidakjelasan arah prioritas 
dari belanja negara.
Performance Budgeting
Dengan metode ini anggaran disusun berdasarkan pada, kinerja yang dapat 
diukur dari berbagai kegiatan. Akan tetapi, metode ini juga menggunakan 
klasifikasi berdasarkan objek seperti line-item budgeting. Faktor penentu di 
dalam metode, ini adalah efisiensi dari berbagai kegiatan yang ada dengan 
menetapkan standar biaya (cost standard).
Kelebihan metode ini adalah bahwa kegiatan didasarkan pada efisiensi dengan 
adanya standar biaya berdasarkan kegiatan masa lalu. Kelemahannya adalah sulitnya 
mengukur performance setiap aktivitas pemerintahan, disamping kesiapan aparat 
negara dalam melaksanakan metode dengan baik.
Planning Programming Budgeting System
Model PPBS dikembangkan untuk memungkinkan para pengambil keputusan 
(decision makers) mengambil keputusan berdasarkan perhitungan atau pendekatan
ilmiah dari model-model manajemen yang ada. Didalam model ini digunakan cost 
and benefit analysis. Mengapa hal ini dilakukan? adanya keterbatasan pendapatan dan 
banyaknya atau besarnya belanja merupakan pertimbangan dilakukannya analysis 
cost and benefits. Untuk itu, pilihan yang menghasilkan benefits yang besar akan 
diambil lebih dahulu. Dengan kata lain akan dilakukan penyusunan daftar prioritas 
berdasarkan program yang memiliki benefit yang terbesar.
Bagaimana penyusunan anggaran dengan menggunakan metode ini? Pertama, 
perumusan tujuan organisasi dan unit-unit dibawahnya. Tanpa adanya perumusan 
tujuan yang jelas dari organisasi atau unit, program tidak dapat 
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dikembangkan. Kedua, menyusun program berdasarkan tujuan-tujuan yang 
sama dari setiap unit. Ketiga, program yang telah tersusun dirinci lagi menjadi 
aktivitas-aktivitas (program elements). Keempat, setiap elemen dibuat analysis biaya 
dan manfaat (cost and analysis). Kelima, menghitung biaya dan manfaat dalam level 
program.
Kelemahan dari metode ini adalah memerlukan waktu yang lama dan 
secara tehnis sulit dipraktekkan oleh aparat penyususn anggaran. Hal ini 
disebabkan oleh mengukur manfaat dengan nilai uang tidak mudah.
Zero Based Budgeting
Sesuai dengan namanya, anggaran disusun dari NOL meskipun pada tahun
sebelumnya telah dilakukan proses penganggaran. Anggaran tidak bergantung 
pada tahun sebelumnya sehingga hal ini merupakan lawan dari cara incremental 
budgeting yang seringkali ditemukan adanya program yang sudah tidak efektif, tetapi 
anggarannya justru meningkat. Padahal, di dalam praktek dimungkinkan adanya 
incremental atas decision package yang digunakan dalam penyusunan metode ini.
Decision Package merupakan suatu syarat mengembangkan model ini. 
Decision Package adalah suatu dokumen yang menggambarkan informasi terkait 
dengan efek dari berbagai alternatif kegiatan. Prosesnya adalah pertama, 
pengidentifikasian unit keputusan (decision units). Kedua, pengembangan paket 
keputusan. Paket keputusan ini adalah program yang direncanakan. Ketiga, membuat 
peringkat decision package. Peringkat ini dibuat dari program yang membutuhkan 
dana yang rendah sampai dengan yang membutuhkan dana yang besar.
Keuntungan dari metode ini adalah menghapus ketidak-efektifan satu 
program, memungkinkan program barn, pada setiap aktivitas ada tujuan yang jelas dan 
melibatkan seluruh level. Akan tetapi, kerugiannya adalah terlalu. optimis bahwa 
perhitungannya mudah, tidak mudah mengkonsolidasi unit, dan ranking tidaklah 
mudah dan sering menjadi tidak sesuai dengan tujuannya.
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